
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 839, 2018 KEMENHUB. Orta BP3 Palembang. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  PM 61 TAHUN 2018 

TENTANG  

ORGANISASI DAN TATA KERJA  

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya 

Manusia di Bidang Transportasi, perlu menyusun 

organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Penerbangan Palembang; 

b. bahwa untuk menata organisasi dan tata kerja pada 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang, 

Kementerian Perhubungan telah mendapatkan 

Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor 

B/298/M.KT.01/2018 tanggal 19 April 2018 tentang 

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Penerbangan Palembang; 

c. bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan 

Palembang telah ditetapkan sebagai satuan kerja yang 

menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 831/KMK.05/2016 tanggal 11 

November 2016 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan 

www.peraturan.go.id



2018, No. 839 -2- 

Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian 

Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang 

Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan  Peraturan Menteri Perhubungan tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Penerbangan Palembang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang 

Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5310); 

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

12. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/02/M.PAN/I/2007 tentang Pedoman 

Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi 

Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum; 

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 

2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009 tentang 

www.peraturan.go.id



2018, No. 839 -4- 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan 

Transportasi; 

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang 

Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian 

dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas 

pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 466); 

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat 

atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 814); 

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penataan dan Evaluasi Organisasi 

di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1439); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG. 
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BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

 

Pasal 1 

(1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang 

yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut 

BP3 Palembang merupakan Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. 

(2) BP3 Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Kepala. 

 

Pasal 2 

BP3 Palembang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan 

dan pelatihan teknis fungsional dan manajerial di bidang 

penerbangan. 

 

Pasal 3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, BP3 Palembang menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana dan program; 

b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, tata usaha, kerumahtanggaan, hubungan 

masyarakat, hukum, dan kerja sama; 

c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang 

penerbangan; 

d. pelaksanaan pembimbingan dan pengembangan peserta 

pendidikan dan pelatihan; 

e. pelaksanaan pengembangan usaha; 

f. pelaksanaan pemeriksaan intern; 

g. pelaksanaan sertifikasi profesi kerja di bidang 

penerbangan; 

h. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan 

pelatihan; 

i. pengelolaan unit penunjang pendidikan dan pelatihan; 

dan 
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